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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP). Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
pada Tahun Anggaran 2020 di susun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas
pelaksanaan visi, misi dan Tupoksi Pengadilan, yang berpedoman pada Instrusi
Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapat
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat laporan kinerja pada
Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer
I-07 Balikpapan yang merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu
instansi dimana dalam LKjIP Tahun 2020 ini juga melaporkan Pencapaian Kinerja,

Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Tahun 2020.

Program-program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut
dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam
rangka mewujudkan Good govermance. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan
kehakiman diharapkan apa yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaran

pemerintah dan pembangunan.

Demikian Kata Pengantar ini kami sajikan sebagai gambaran singkat dari
laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dalam hal ini kami tetap
berupaya secara optimal agar kinerja pada Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dapat
lebih ditingkatkan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020 merupakan wujud
Akuntabilitas pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan
Militer 1-07 Balikpapan dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan tahun 2020 dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan visi dan misi organisasi,
pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan
mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan,
dimana untuk mendukung visi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah menjalankan
suatu manajemen kinerja yang bertujuan agar tercapai efisiensi, dan efektifitas hasil-
hasil kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan upaya merealisasikan good
governance, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan
dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang
secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.
Adapun Visi Misi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan selaras dengan Visi dan Misi

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Yang Agung”
Untuk mewujudkan VISI tersebut, maka dirumuskan Misi melalui empat pilar
yaitu :
Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militerl-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas personel di lingkungan Pengadilan Militer [-07

Balikpapan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer 1-07

Balikpapan.
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MOTTO
Motto Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah “RADJA”
R : Responsif
A : Akuntabel
D : Disiplin
A Adil
Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui

penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan

tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah.
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari

keadilan
Selanjunya dari tujuan tersebut maka sasarannya adalah :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 10 indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat
disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam
Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 rata-rata persentase capaiannya di atas 100
%. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan
adalah sebesar 995,57%. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis,
maka Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan mengusulkan program yang dituangkan di

dalam DIPA sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
(TUN).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

dapat dilihat dalam tabel berikut :

ii
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PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN

No Sasaran Strategis Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yang past, transparan dan | 995,57 %
akuntabel
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan | 100 %
terpinggirkan.

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis | pada Tahun 2020 adalah Sebesar

995,57%. Rincian capaian kinerja sasaran trategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS |

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No Indikatot Kinerja Target Realisasi | Capaian

(%)

a. Persentase sisa perkara pidana militer | 100 % 100 % 100 %
yang diselesaikan

b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu | 100 % 100 % 100 %
lintas militer yang diselesaikan

C. Persentase perkara pidana militer yang 95 % 97,56 % | 102,67 %
diselesaikan tepat waktu

d. Persentase perkara perkara pelanggaran| 100 % 100 % 100 %
lalu lintas militer yang diselesaikan tepat
waktu

e. Persentase perkara yang tidak 90 % 86 % 95,56 %
mengajukan upaya hukum banding

f. Persentase perkara yang tidak 90 % 88 % 97,78 %
mengajukan upaya hukum kasasi

g. Persentase perkara yang tidak | 100 % 100 % 100 %
mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali

h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana | 100 % 100 % 100 %
Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan
terdakwa tepat waktu

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 995,57 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis |l pada Tahun 2020 adalah sebesar
100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
No Indikatot Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)

a. Persentase berkas perkara yang | 100 % 100 % 100 %

dimohonkan Banding Kasasi dan

PKsecara lengkap dan tepat waktu

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il 100 %
Y,
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill pada Tahun 2020 adalah

sebesar 100 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table
berikut :

SASARAN STRATEGIS Il

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No Indikatot Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
a. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar | 100 % 100 % 100 %
Gedung Pengadilan
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IlI 100 %
v
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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan di bawah
Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari
birokrasi, Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi
birokrasi, karena pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintah.
Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsive, partisipatif dan
akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun

Good Governance.

Dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu
keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan
aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN. Sedang kunci keberhasilan
penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah adalah kemampuan
para penyelenggara pemerintah untuk adaptif dan responsife terhadap
permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategis
yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban serta upaya dalam mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan
menyusun suatu Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai diamanatkan dalam
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya
Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisiasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Militer [-07 Balikpapan

sebagai iembuga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah
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Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok
dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu
dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai :

1. Kedudukan.

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan
pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung
mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di
bawahnya dalaml lingkungan Peradiian Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradiian Miiiter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oieh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer 1-07
Balikpapan semenjak tanggai 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi
dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI,
sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggai 9
Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadiian Daiam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar
Tentara Nasional Lndonesia Ke Mahkamabh.

2. Tugas Pokok.

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer
[-07 Balikpapan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009,
serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor
Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan adalah
merupakan Pengadilan tingkat pertama tipe A yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu
perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini
dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan

Prajurit yang berpangkat Kapten.

b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan

Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
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C. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-
undang yang berpangkat Kapten ke bawah.

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1,2,3 tetapi
atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman
harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan
Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili

dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya.

b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah
hukumnya.

Fungsi.

Fungsi utama Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dapat
diuraikan sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili
dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi dilingkungan militer,
yang dalam hal ini dlakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia
(TNI).

a. Fungsi mengadili (judicial power) yakni :
1) Memeriksa, dan memutus dalam Peradilan Tingkat
Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan
pelanggaran yang terdakwanya adalah Prajurit Tentara
Nasional Indonesia berpangkat Prajurit Dua (Prada)
sampai dengan Prajurit berpangkat Kapten (berdasarkan

perundangan-undangan menjadi wewenangnya).

2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding,
Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-

perkara yang menjadi wewenangnya.

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan,
bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan
fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut tehnis
yudisial, administrasi  peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan

pembangunan.
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c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan
internal di lingkungan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapanatas
pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera
dan Pegawai, pelaksanaan administrasi umum, perkara dan

keuangan.

d. Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi
umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan
lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tehnis

peradilan dan administrasi peradilan.

e. Fungsi lainnya, yakni dapat mengadakan pelayanan
penyuluhan hukum dan memberi akses yang seluas-luasnya
bagi masyarakat dengan cara keterbukaan dan transparansi
informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua
Mahkamah  Agung Republik Indonesia  Nomor

1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti surat Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam
pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan
memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi
tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer
[-07 Balikpapan membarenginya dengan pengawasan Yyang
memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun

kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan
manajemen peradilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan
untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.

2. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.

3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis

teknologi informasi.

4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya

peradilan.
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C. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur organisasi Pengadilan Militer [-07 Balikpapan sebagaimana diatur
dalam Perma No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretarian Peradilan.

1. Susunan Organisasi.

Organisasi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapandisusun sebagai berikut :
a. Unsur Pimpinan.
1) Kepala Pengadilan Militer.
2) Wakil Kepala Pengadilan Militer.
b. Unsur Kepaniteraan
Panitera membawahi antara lain:
1) Panitera Muda Pidana.
2) Panitera Muda Hukum.
Serta membawahi kelompok jabatan fungsional:
1) Panitera Pengganti
2) Pranata Peradilan.
Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh staf.
c. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.
Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain:
1) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.
Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu kelompok jabatan
fungsional, terdiri dari:
1) Fungsional Arsiparis.
2) Fungsional Pustakawan.
3) Fungsional Pranata Komputer.
4)  Fungsional Bendahara.
d. Unsur Pelaksana.
1) Majelis Hakim.
2) Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan
tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan
kewenangan Mahkamah Agung RI. namun demikian, dalam hal
penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada Peraturan

Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
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Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan
Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian
di lingkungan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan yaitu Prajurit TNI
dan PNS.

2. Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  Pengadilan  Militer 1-07  Balikpapan
sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 tahun 2015 tentang organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan. Struktur

Organisasi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sebagai berikut
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Sabes

STRUKTUR!ORGANISASI
PENGADILCANIMILITER'1'- 07 BALIKPAPAN

KADILMIL

MUSTOFA, S8.H.,MH
LETKOL SUS NRP 524423

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniterasn
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Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan
penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Tahun 2020.
Capaian kinerja (performance results) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan
Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2020 sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

D. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata
laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata
kerja di suatu Lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer 1-07
Balikpapandisusun sebagai berikut :
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, maka
struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari:

1. Kepala Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

a. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira
Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1
Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer, dengan tugas
kewajiban sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan
atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.

2) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam
rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya
fungsi utama Dilmil

3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur
penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkkan
kepada Dilmil.

4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil
dan para Pokkimmil sehingga dapat menjamin daya guna
keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi
Dilmil.
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5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, grasi
dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil,
sehingga yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 14 tahun
1970.

b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan
kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan dan atas
pelaksanaan tugas pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun
MA RI.

2. Wakil Kepala Pengadilan.

Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang
Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang
pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer,
dengan tugas dan kewajiban, Mewakili Kepala Pengadilan apabila
Kepala Pengadilan berhalangan melaksanakan tugas-tugas ke dalam.

3. Panitera.

a. Kepaniteraan dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan

jenjang pendidilkan umum S-1 Hukum, dengan tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

1) Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan
administrasi perkara sejak berkas perkara diterima oleh
Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku Il edisi 2007
pedoman tehnis administrasi dan pemeriksaan di sidang
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang
diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

2) Penanggung jawab terselenggaranya penyimpanan berkas
perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan
masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun
dalam proses kelanjutannya.

3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya
hukum dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi
dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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4)  Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan
persidangan Dilmil.

5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.

6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen -
dokumen perkara di Dilmil.

7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera.

8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas
petunjuk Kepala Pengadilan Militer.

9) Penunjukkan Panitera Pengganti.

b.  Panitera membawahi yang masing-masing dipimpin oleh seorang
Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum-S1 Hukum sebagai
Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta membawabhi
kelompok jabatan fungsional antara lain, Panitera pengganti dan
Pranata Peradilan.
C. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku
Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang
bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala
Pengadilan Militer.
Kesekretariatan.
a. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Perwira Pertama/PNS
Eselon Il a, dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, sebagai
Sekretaris dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
1) Sekretaris Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer.
Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2) Sekretaris Pengadilan Militer mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana dilingkungan Pengadilan Militer. Selain melaksanakan
tugas kesekretariatan, Pengadilan Militer menyelenggarakan
fungsi antara lain:
a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan

program dan anggaran;
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3).

b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c) Pelaksanaan urusan keuangan;

d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan
tata laksana

e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan
statistic;

f) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
hubungan masyarakat dan perpustakaan;

g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi
dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan

kesekretariatan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas

antara lain:

4)

a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelola
teknologi informasi dan statistk serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,
mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.

c) Subbagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta
pengelolaan keuangan.

Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) fungsional yang

terdiri dari:

a) Fungsional Arsiparis.
b) Fungsional Pustakawan.
c) Fungsional Pranata Komputer.

d) Fungsional Bendahara.
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b.  Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Pengadilan Militer.
Majelis Hakim.

Majelis Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan
mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan
kepadanya terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.

a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-
rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota
yang terdiri dari Hakim Militer masing-masing serendah-rendahnya
berpangkat Kapten dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana
dan Panitera Muda Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan
memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, menurut dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b.  Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh
Kepala Pengadilan Militer.
c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim
menganut asas peradilan bebas.
d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan
kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.
Kelompok Hakim Militer.
a. Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil), merupakan wadah dari
Hakim Militer pada Pengadilan Militer untuk melaksanakan tugas
kewajibannya baik sebagai Hakim pada Pengadilan Militer maupun
dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan
fungsi tehnis kepada Kepala Pengadilan Militer.
b. Kelompok Hakim Militer pada Pengadilan Militer terdiri dari para
Hakim Militer.
c. Kelompok Hakim Militer minimal dijabat oleh seorang Perwira
Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, dengan tugas
dan kewajiban sebagai berikut:

1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam

persidangan Dilmil atas petunjuk Kepala Pengadilan Militer.

2) Sebagai Hakim Ketua :

12
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a) Mengetahui sidang Dilmil dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan
grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan

diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.

d. Hakim Militer bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan
kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan,
penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira
Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1
Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.

2.  Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira
Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan
umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.

3. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan
jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

4.  Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan

jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

5. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan
pangkat Penata Tingkat | Golongan lll/c dengan jenjang pendidikan
SMA.

6. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama
dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

7. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi
dengan jenjang pendidikan SMA.

8. Hakim Militer, minimal diduduki oleh seorang Perwira Pertama

berpangkat Kapten dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapandalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan

untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Beberapa aspek yang mempengauhi
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diantaranya adalah aspek manajemen peradilan, aspek sumber daya manusia
dan aspek pengelolaan anggaran.

1. Aspek Manajemen Peradilan.

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah berkomitmen untuk selalu
meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi
di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan
Militer 1-07 Balikpapan telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian
perkara dalam suatu prosedur berupa SOP terkait penyelesian perkara.
Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional
Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan,

adalah sebagai berikut :

a. SOP penyelesaian perkara untuk perkara pidana Militer maupun

pidana Umum paling lama 5 (lima) bulan.

b. SOP penyelesaian perkara untuk perkara pidana Militer khususnya
Desersi dimasa damai yang Terdakwanya tidak diketemukan dengan
Putusan In Absensia, paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 143 UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan
Militer 1-07 Balikpapan telah berupaya melaksanakan persidangan secara
tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal
rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses
persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2020, Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan masih memiliki
perkara sisa dari tahun 2019 sejumlah 5 (lima) perkara, kemudian menerima
perkara masuk sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) perkara yang terdiri dari
53 (lima puluh tiga) perkara kejahatan dan 26 (dua puluh enam) perkara
pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2020 sebesar 84

(delapan puluh empat) perkara.

Dari seluruh jumlah perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah
memutus sejumlah 82 (delapan puluh dua) perkara yang terdiri dari 56 (lima
puluh enam) perkara kejahatan dan 26 (dua puluh enam) perkara
pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2020 sebanyak 2 (dua) perkara.
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Rincian perkara sisa pada akhir tahun 2020 sebagai berikut : 1 (satu)
perkara Pencurian, 1 (satu) perkara Pencurian pada Suatu Tempat Dibawah
Penjagaan atau Pengamanannya bahwa seluruh sisa perkara tersebut

sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Tabel jangka waktu penyelesaian perkara.

NO BULAN < 3 BULAN 4 - 5 BULAN 6 - 12 BULAN > 12 BULAN KETERANGAN

1 2 3 4 ) 6 7

1 JANUARI 1 0 0 0 Perkara Putus : 1

2 FEBRUARI 1 2 0 0 Perkara Putus : 3

3 MARET 8 1 0 0 Perkara Putus : 9

4 APRIL 3 0 0 0 Perkara Putus : 3

5 MEI 1 1 0 0 Perkara Putus :2

6 JUNI 1 7 0 0 Perkara Putus : 8

7 JULI 0 0 0 0 Perkara Putus : 0

8 AGUSTUS 2 4 0 0 Perkara Putus : 6

o [oermower | 1 : I R
10 | OKTOBER 5 0 0 0 P e el 2
11 | NOVEMBER 19 1 0 0 AT n
12 | DESEMBER 9 2 0 0 FhE SRR

Dari table di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 82 (delapan puluh
dua) perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan, yang berarti 100

% dari seluruh perkara di tahun 2020 dapat diputus tepat waktu.

Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh
Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan mulai dari register perkara sampai
eksekusi yang merupakan pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Militer
I-07 Balikpapan, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer I-
07 Balikpapan dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan
aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang menampilkan
data-data dan informasi perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan

Militer 1-O7 Balikpapan.
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Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah
menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung
dengan datang ke Gedung Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dan mengisi
formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung

dengan melalui telepon atau email.

Aspek Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan tidak terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang
terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Sumber Daya
Manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan
fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya, sehingga
betapapun modern teknologi infromasi yang digunakan, atau seberapa
banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik

semuanya menjadi tidak bermakna.

a. Data Pegawai berdasarkan status kepegawaian.

Adapun ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan
Militer 1-07 Balikpapan terdiri dari 11 (sebelas) personel Militer (Prajurit
TNI), 5 (lima) PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 8 (delapan) PPNPN
(Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)
merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan
selama 1 (satu) tahun anggaran dan bersifat putus artinya bila masih
dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu)
tahun anggaran berikutnya.

Data Pegawai berdasarkan status

No. Status Jumlah Keterangan
Kepegawaian
1. Militer 11
2. | PNS 5
4. PPNPN 8
Jumlah 24

16

LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020



b. Data Pegawai berdasarkan Pangkat.

Berdasarkan pangkat, Personel Militer di Pengadilan Militer 1-07
Balikpapan terdiri dari 4 (empat) orang berpangkat Letnan Kolonel, 2
(satu) orang berpangkat Mayor, 1 (satu) orang berpangkat Kapten, 1
(satu) orang berpangkat Letnan Dua, dan 2 (dua) orang berpangkat Peltu
dan 1 (satu) orang berpangkat Sersan kepala.

Data Pegawai berdasarkan Pangkat Militer.

No. Pangkat Jumlah Keterangan
1 Kolonel
2 Letnan Kolonel 4
3 Mayor 1
4 Kapten 1
5 Letnan Satu =
6 Letnan Dua 1
7. Peltu 2
8. Sersan Kepala 1
Jumlah 10

Untuk PNS terdiri dari 2 (dua) orang berpangkat Penata Tingkat |,
2 (dua) orang berpangkat Penata Muda Tk.l, 1 (satu) orang berpangkat
Penata Muda, untuk PPNPN sendiri tidak diberlakukan sistem
kepangkatan. PPNPN Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan berjumlah 8

(delapan) orang.

PNS
No. Pangkat Jumlah Keterangan
1 Penata Tk.| 2
2 Penata -
3 Penata Muda Tk.I 2
4 Penata Muda 1
5 | Pengatur Tk.l -
Jumlah 5
PPNPN
[No |  Nama | Keterangan |
1. Alfiani Hayaturida Rusnawati, A.Md Pramubakti
2. Aloysia Maria Wahyu WD,S.Kom Pramubakti
3. Rendy Pratama Putra S.Kom Keamanan
4. Retno Andika Dewi Irawan Pramubakti
5. Muhammad Subky, S.H. Pengemudi
6. Muh. Jauhari Pengemudi
7. Arga Aditya Robiansah Pramubakti
8. Setiawan Ardy Keamanan
Jumlah : 8

3. Aspek Pengelolaan Anggaran

Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Militer

I-07 Balikpapan didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran
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Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020, yang

dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada tahun

anggaran 2020, Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan memiliki 2 (dua) DIPA,
yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl dan DIPA

dari Ditjen Badilmiltun.

Dipa Tahun Anggaran 2020

Nomor : SP DIPA-

Badan Urusan

3.826.518.000

12-11- 2019

Peradilan Militer
Dan Peradilan
Tata Usaha
Negara

1 |005.01.2.663246/2020 | Administrasi

12-11- 2019

Nomor : SP DIPA- | Direktorat 65.420.000
2 | 005.05.2.663247/2020 | Jenderal Badan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan

penjelasan mengenai capaian kineria Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan

tahun 2020. Capaian kineria tahun 2019 tersebut sebagai perbandingan

dengan Penetapan Kinerja

tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah capaian kinerja

sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

ISU STRATEGIS.

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Militer

tingkat pertama sebagai Pengadilan Tipe A memiliki peran sangat penting, yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa serta

memutus perkara yang terjadi di lingkungan militer, dalam hal ini dilakukan oleh

prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan Prajurit yang

berpangkat Prajurit Dua sampai dengan berpangkat Kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sebagai pengadiian

tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wiiayah

hukumnya, serta memberikan pelayanan dan pembinaan hukum di wilayah

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadiian Miiiter 1-07
Balikpapan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus
diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang
menjadi isu straiegis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada

umumnya. termasuk di Pengadiian Miiiter I-07 Balikpapan adalah:

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan
dibawahnya dituntut untuk tidak pemah berhenti meningkatkan produktilitas
penyelesaian perkara, termasuk Pengadiian Miiiter 1-07 Balikpapan setiap
tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar
tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5

(lima) bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena
komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi,
Kolusi dan nepotismedan melayani belum sepenuhnya terwujud hal ini terjadi

pada badan peradilan umumnya.

3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan
masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan
Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat
pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan
peninjauan kembali hingga tingkat Banding dan Kasasi. Manajemen penanganan

perkara mulai sejak pertama.

4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa,
diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa
prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum

akuntabel dan transparan.

5 .Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih
lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap
teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kumpetensi, dan niiai-

nilai universal peradilan yang excettent (seperti: independency, iruegrily,
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akuntability, responsibility, transparanty, impartial. dan equality) belum
sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu
keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih
banyak masyarakat yang belum rnemahami mekanisme pengaduan dan belum
adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap

identitas pelapor pengaduan

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas peiayanan utama dan
pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.
Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB | [EeaN Pendahuluan
BAB Il Perencanaan Kinerja

LKJIP
BAB Il jmmmmg Akuntabilitas Kineria
BAB IV
BAB | — Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi
organisasi.

BAB |- Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis;
Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis
Pengadilan Militer I-07 Baikpapan ; Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Militer 1-07 Baikpapan ; Rencana Kinerja Pengadilan Militer 1-07
Baikpapan.

BAB Il — Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian
kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
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setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(ika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau
peningkatan/penurunan Kkinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran
yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV — Penutup Menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Militer 1-03 Padang Tahun 2020 dan rekomendasi

yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINER]JA

RENCANA STRATEGIS 2020-2024.

Rencana Straiegis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka
menengah Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan yang berisi tentang gambaran
sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai daiam kurun waktu lima tahun oleh
Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan beserta strategi yang akan dilakukan untuk
mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang
diamanahkan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer 1-07
Balikpapan telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat
Jenderai Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang
disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan
pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum
dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM
2020 - 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui
peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya
konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia
serta kelanjutan penataan sistem hukum nasionai melalui perbaikan tata kelola
pemerintah yang baik (good governance), proses penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah dilakukan secara partisipatif
antara unit satker dilingkungan hukuin Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun
stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. VISI, MISI dan MOTTO

a. Visi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan adalah :
"TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER 1-07 BALIKPAPAN YANG
AGUNG".
Visi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan tersebut merupakan kondisi atau

gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan
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dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Miitter 1-07
Balikpapan dalam melakukan aktifitasnya.
Dalam pernyataan visi Pengadilan Miiiter 1-07 Balikpapan mengandung
pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:
a. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Militer 1-07
Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang
berkedudukan di kota dan/atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan
wilayah hukumnya termasuk Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara.
b. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Miiiter 1-07
Balikpapan dengan wiiayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan
Miiiter 1-07 Balikpapan itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,
yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan), Kelompok
Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di
masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
berada dibawah Pengadilan Miiiter Tinggi | Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan
tersebut adalah :
1. Pengadilan Militer 1-07 Baikpapan adalah lembaga Peradilan
dilingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang
berkedudukan di Balikpapan yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2.  Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan,

kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

b. MISI

Misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut atau langkah-
langkah yang akan dilakukan dalam mencapai visi. Misi Pengadilan

Militer 1-07 Balikpapan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

2.  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas putusan Hakim dan percepatan
penyelesaian perkara di Pengadilan Militer [-07 Balikpapan.

4.  Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Pengadilan Militer 1-07
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Balikpapan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetepkan, Pengadilan Militer
[-07 Balikpapan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi
dalam kurun waktu sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti trasnparan dan

akuntabel.

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

c. MOTTO
Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam
kerja, Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan memiliki motto “RADJA” yang
bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

R . Responsif
A . Akuntabel
D : Displin

J : Jujur

A Adil

d. BUDAYA KERJA
Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi mempunyai budaya kerja diantaranya :

Malu datang terlambat;

Malu pulang lebih awal;

Malu tidak disiplin;

Malu berkata tidak jujur;

Malu sering ijin;

Malu meninggalkan kantor lebih awal,

Malu berlaku tidak sopan;

© N o o A~ Wb PE

Malu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bertanggung
jawab;
9. Malu berpenampilan tidak rapih;

10.Malu tidak bekerjasama.

2.  Tujuan
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
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Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3
menyatakan bahwa Asasasas umum Penyelenggaraan Negara meliputi
Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas
Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) diperlukan
prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum, transparansi, kesetaraan,
daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan
efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan
lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil
dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin
akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur
Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Militer 1-07 Balikpapan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap
tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor: 553/SEK/01/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
11 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun
2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Sehingga tujuan yang
hendak dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah suatu program
peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan [-07
Balikpapan dengan uraian secara umum sebagai berikut :

1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan untuk

mencari keadilan.

3. SASARAN STRATEGIS
Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai
secaranyata, Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan menetapkan 3 (tiga)
Sasaran Strategis uniuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Terwujudnya proses
peradilan yang pasti trasnparan dan akuntabel adalah :
a. Peningkatan penyelesaiai perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan
sebagai indicator kinerja utama adalah:

* Presentasi sisa perkara yang diselesaikan.
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* Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan
kecuali pericara desersi.
b. Peningkatai akseptabilhas putusan Hakim.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan
sebagai Indikator Kinerja Utama adalah :
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
» Banding.
» Kasasi
* Peninjauan Kembali
c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan
sebagai indicator kinerja utama adalah:
» Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan
secara lengkap.
» Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
Majelis Hakim.

+ Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan keterjangkauan
pelayanan badan peradilan adalah: Peningkatan aksesibilitas masyarakat.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan
sebagai indicator kinerja utama adalah:

* Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

3. Sasaran Strategis yang ingin capai dalam tujuan memenuhi kebutuhan
dan kepuasan masyarakat pencari keadilan adalah: Peningkaten pelayanan
prima dalam penyelesaian perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut, namun
bukan indicator kinaja utama adalah:

* Persentase pengelolaan aparatur peradiian yang diselesaikan tepai

waktu.

» Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu.

* Presentase Pengelolaan Barang Milik Negara.

* Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindak lanjuti.

* Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.

» Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan.
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Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan
kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun
2020-2024 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ini:

Pencari keadilan | 1.Terwujudnya Proses | a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang
merasa kebutuhan Peradilan yang | Diselesaikan
dan kepuasannya Pasti,  Transparan | b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu
terpenuhi dan Akuntabel Lintas Militer yang Diselesaikan
c. Persentase Perkara Pidana Militer yang
Diselesaikan Tepat Waktu
d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding
f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi
g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Peninjauan Kembali
h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana
Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa
tepat waktu
2.Peningkatan a. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan
Efektivitas Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara
Pengelolaan Lengkap dan Tepat Waktu
Penyelesaian
Perkara
Setiap  pencari 3.Meningkatnya Akses | a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar
keadilan dapat Peradilan bagi | Gedung Pengadilan
menjangkau badan Masyarakat  Miskin
peradilan untuk dan Terpinggirkan
mencari keadilan

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Militer [-07 Balikpapan telah menciptakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran
Kinerja Utama (IKU) telah
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Miiiter 1-07

Balikpapan dan RPJM 2015 ~ 2019. indikator Kinerja Utama ditetapkan

strategis organisasi. Penetapan Indikator

dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana
Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan. Adapun Indikator

Kinerja Utama sebagai berikut :

KINERJA INDIKATOR PENANGGUNG | SUMBER
NO|  'UTAMA | KINERJA UTAMA | PENJELASAN JAWAB DATA
1. | Terwujudnya | a. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
proses Sisa Perkara antara sisa Bulanan
peradilan Pidana Militer perkara pidana dan
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yang pasti, | yang militer yang Laporan
transparan Diselesaikan diselesaikan Tahunan.
dan dengan jumlah
akuntabel. sisa perkara
pidana militer
yang harus
diselesaikan
b. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
Sisa Perkara antara sisa Bulanan
Pelanggaran Lalu | perkara dan
Lintas Militer pelanggaran lalu Laporan
yang diselesaikan | lintas militer yang Tahunan.
diselesaikan
dengan jumlah
sisa perkara
Pelanggaran Lalu
Lintas Militer
yang harus
diselesaikan.
c. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
Perkara Pidana jumlah perkara Bulanan
Militer yang pidana militer dan
Diselesaikan yang Laporan
Tepat Waktu diselesaikan Tahunan.
tepat waktu
dengan jumlah
perkara pidana
militer yang
diselesaikan
tepat waktu pada
bulan berjalan
d. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
Perkara jumlah perkara Bulanan
Pelanggaran Lalu | pelanggaran lalu dan
Lintas Militer lintas yang Laporan
yang diselesaikan Tahunan.
Diselesaikan tepat waktu
Tepat Waktu dengan jumlah
perkara
pelanggaran lalu
lintas yang
diselesaikan
tepat waktu pada
bulan berjalan
e. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
Perkara yang jumlah perkara Bulanan
Tidak Mengajukan | diputus yang dan
Upaya Hukum tidak Laporan
Banding mengajukan Tahunan.
upaya hukum
banding dengan
jumlah perkara
diputus.
f. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
Perkara Yang jumlah perkara Bulanan
Tidak Mengajukan | diputus yang dan
Upaya Hukum tidak Laporan
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dengan jumlah
perkara yang
seharusnya
diselesaikan di
luar gedung
Pengadilan

Kasasi mengajukan Tahunan.
upaya hukum
kasasi dengan
jumlah perkara
diputus.
g. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
perkara yang jumlah perkara Bulanan
Tidak Mengajukan | diputus yang dan
Upaya Hukum tidak Laporan
Peninjauan mengajukan Tahunan.
Kembali upaya hukum
peninjauan
kembali dengan
jumlah perkara
diputus
h. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
Salinan Putusan antara jumlah isi Bulanan
Yang Dikirim ke putusan yang dan
Oditur Militer dan | diterima tepat Laporan
Terdakwa Tepat waktu dengan Tahunan.
Waktu jumlah putusa
Peningkatan a. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
Efektivitas berkas perkara jumlah berkas Bulanan
Pengelolaan yang dimohonkan | perkara yang dan
Penyelesaian | Banding Kasasi diajukan Laporan
Perkara dan PK secara Banding, Kasasi Tahunan.
lengkap dan tepat | dan PK secara
waktu lengkap dengan
jumlah perkara
yang
dimohonkan
Banding, Kasasi
dan PK.
Meningkatnya | a. Persentase Perbandingan Panitera Laporan
Akses Perkara yang jumlah perkara Bulanan
Peradilan bagi | diselesaikan di yang dan
Masyarakat luar Gedung diselesaikan di Laporan
Miskin dan Pengadilan luar gedung Tahunan.
Terpinggirkan Pengadilan

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020.

Pengadilan Militer

[-07 Balikpapan dalam melaksanakan Rencana

Strategis (Renstra) 2020 -2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam

Rencana Kineria Tahunan. Adapun Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2020

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sebagai berikut:
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang | a. Persentase sisa perkara| 100 %
Pasti, Transparan dan Akuntabel pidana militer yang
diselesaikan

b. Persentase sisa perkara| 100 %
lalu lintas  militer yang
diselesaikan

c. Persentase perkara pidana| 95 %
militer yang diselesaikan tepat
waktu.

d. Persentase perkara | 100 %
pelanggaran lalu lintas militer
yang diselesaikan tepat waktu
e. Persentase perkara yang 90 %
tidak  mengajukan  upaya
hukum banding.

f. Persentase perkara yang 90 %
tidak  mengajukan  upaya
hukum kasasi.

g. Persentase perkara yang | 100 %
tidak  mengajukan  upaya
hukum Peninjauan Kembali.

h. Persentase salinan putusan | 100 %
perkara pidana militer yang
dikirim ke oditur militer dan

terdakwa tepat waktu.
2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan | a. Persentase berkas perkara | 100 %
Penyelesaian Perkara yang dimohonkan Banding

Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi | a. Persentase Perkara yang 100 %
Masyarakat Miskin dan diselesaikan di luar Gedung
Terpinggirkan Pengadilan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2020.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
Kepala Pengadilan Militer Tinggi | Medan sebagai pemberi amanah kepada
Kepala Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sebagai penerima amanah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kkinerja.
Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
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Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di
dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut
selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan. Target
kinerja Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan tahun 2020 mengacu pada target
yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya
Perjanjian Kinerja antara iain adalah meningkatkan akuntabilitas, Uanspaiansi,
dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagaian
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pembenan rewurd
atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer [-07 Balikpapan telah membuat Perjanjian Kinerja
Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fiingsinya. Perjanjian
Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer 1-07
Balikpapan. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Terwujudnya Proses Peradilan yang | a. Persentase sisa perkara| 100 %
Pasti, Transparan dan Akuntabel pidana militer yang

diselesaikan
b. Persentase sisa perkara| 100 %
lalu lintas  militer yang
diselesaikan

c. Persentase perkara pidana | 95 %
militer yang diselesaikan tepat
waktu.

d. Persentase perkara| 100 %
pelanggaran lalu lintas militer
yang diselesaikan tepat waktu
e. Persentase perkara yang 90 %
tidak  mengajukan  upaya
hukum banding.

f. Persentase perkara yang 90 %
tidak  mengajukan  upaya
hukum kasasi.

g. Persentase perkara yang | 100 %
tidak  mengajukan  upaya
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hukum Peninjauan Kembali.

h. Persentase salinan putusan
perkara pidana militer yang
dikirim ke oditur militer dan
terdakwa tepat waktu.

100 %

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase berkas perkara
yang dimohonkan Banding
Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

100 %

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

100 %

Adapun untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan

pokok demi tercapainya target kinerja, maka Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan

mengalokasi anggaran yang berasal dari APBN Tahun 2020. Anggaran

tersebut terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung Rl dan DIPA yang berasal dari Ditjen

Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Kegiatan

Anggaran

Urusan Administrasi

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan | Rp. 3.801.518.000

Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan | Rp. 25.000.000

Jumlah

Rp. 3.826.518.000,-
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A.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.

Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik
pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu
organisasi. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Miiiter 1-07 Balikpapan Tahun
2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
Indikator sasaran yang teiah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020 dengan realisasinya.
Adapun capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020
berdasarkan pengukuranya dapal diuraikan sebagai berikut :

No

Capaian

Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi (%)

Terwujudnya a. Persentase  sisa 100 % 100 % 100 %
Proses Peradilan | perkara pidana militer
yang Pasti, yang diselesaikan
Transparan dan
Akuntabel

b. Persentase  sisa 100 % 100 % 100 %
perkara lalu lintas militer
yang diselesaikan

c. Persentase perkara 95 % 97,56 % | 102,67 %
pidana  militer yang
diselesaikan tepat waktu.

d. Persentase perkara 100 % 100 % 100 %
pelanggaran lalu lintas
militer yang diselesaikan
tepat waktu

e. Persentase perkara 90 % 86 % 95,56 %
yang tidak mengajukan
upaya hukum banding.

f. Persentase perkara 90 % 88 % 97,78 %
yang tidak mengajukan
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upaya hukum kasasi.
g. Persentase perkara| 100 % 100 % 100 %
yang tidak mengajukan
upaya hukum
Peninjauan Kembali.
h. Persentase salinan| 100 % 100 % 100 %
putusan perkara
pidana militer yang
dikirim ke oditur militer
dan terdakwa tepat
waktu.
Peningkatan a. Persentase berkas| 100 % 100 % 100 %
Efektivitas perkara yang
dimohonkan Banding
Pengelolaan Kasasi dan PK secara
Penyelesaian lengkap dan tepat
Perkara wakiu
Meningkatnya a. Persentase Perkara| 100 % 100 % 100 %
Akses Peradilan | Yang diselesaikan di
_ luar Gedung
bagi Masyarakat Pengadilan
Miskin dan
Terpinggirkan
PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2019 DAN 2020
SISA | PERKARA BEBAN SISA
Uiaialeli AWAL MASUK PERKARA FUTLE AKHIR NEVERANERT
Sisa Perkara di
2019 10 62 72 67 5 Putus ditahun
2020
2020 5 79 84 82 2
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran Strategis :

Transparan dan Akuntabel.

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti Transparan dan Akuntabel, dapat diukur dengan menetapkan 8

(delapan) indikator kinerja Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis

yudisial ini, pada tahun 2020 pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah

sebagai berikut :
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No Indikator Kinerja Terget | Realisasi Ca(g/?)lan

1. | Persentase sisa perkara pidana militer | 100 % 100 % 100 %
yang diselesaikan

2. | Persentase sisa perkara pelanggaran lalu | 100 % 100 % 100 %
lintas militer yang diselesaikan

3. | Persentase perkara pidana militer yang | 95 % 97,56 % 102,67
diselesaikan tepat waktu %

4. | Persentase perkara perkara pelanggaran | 100 % 100 % 100 %
lalu lintas militer yang diselesaikan tepat
waktu

5. | Persentase perkara yang tidak | 90 % 86 % 95,56 %
mengajukan upaya hukum banding

6. | Persentase perkara yang tidak | 90 % 88 % 97,78 %
mengajukan upaya hukum kasasi

7. | Persentase perkara yang tidak | 100 % 100 % 100 %
mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali

8. | Persentase Salinan Putusan Perkara | 100 % 100 % 100 %
Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur
militer dan terdakwa tepat waktu

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang

diselesaikan pada tahun 2020 telah memenuhi target. Dalam Laporan

Tahunan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan diuraikan bahwa sisa perkara

tahun 2019 sebanyak 5 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2020.

Sehingga pencapaian target kinerja pada table indikator kinerja dimaksud

terpenuhi 100%.

Data keadaan perkara tahun 2020 dapat di lihat sebagai berikut :

Bulan Sisa Awal Masuk

Putus

Sisa Akhir

Januari 5 -

Februari - -

Maret - -

April - -

Mei - -

Juni - -

Juli - -

Agustus - -

September - -

Oktober - -

November - -

Desember - -
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Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja
pada indicator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada
tahun 2020 dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja
pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan
sebanding dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang
diselesaikan pada tahun 2019. sebagaimana tabel di bawah ini:

No Indikator Kinerja Terget Realisasi Capaian (%)

1. | Persentase sisa 100 % 100 % 100 %
perkara pidana militer
yang diselesaikan

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada indikator Kkinerja

Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan pada tahun
2020 dapat terpenuhi dengan persentase 100% (seratus persen).
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara
Pidana Militer yang Diselesaikan yang diselesaikan sebanding dengan
capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada
tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tabel dan sebagai berikut :

No | Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja SERELETY
Penurunan
1. Persentase sisa Tahun 2019 Tahun 2020
perkara pidana Target Realisasi | Target | Realisasi
ili Teta|
militer ~ yang | ;4 100% | 100% | 100 % P
diselesaikan

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan pada
tahun 2020 dengan target jangka menengahyang terdapat pada dokumen
perencanaan strategis sudah tercapai dan konsisten dengan capaian

realisasi 100 %. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

Pencapaian Terget Kinerja
"Il?r']lﬁ}gr Target Ket
Realisasi Jangka
Menengah
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Pencapaian
Sisa  Perkara | 100 % - - - - 100 % target kinerja
Pidana Militer Tahun 2020
yang telah
Diselesaikan memenuhi
Target jangka
menengah
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Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan pada
tahun 2019 dan 2020 sebesar 100% merupakan perwujudan dari
pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara tingkat pertama yang tepat
waktu, dan peningkatan kinerja para Hakim dan Panitera serta Aparatur
Teknis dan Non Teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang

Diselesaikan.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan pada tahun 2020
memenuhi target. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang ditangani
sebanyak 26 perkara dan diputus sebanyak 26 perkara, sehingga semua
perkara pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 dapat diselesaikan tepat
waktu. Hal ini dapat dilihat dari tabel data keadaan perkara pelanggaran

lalu lintas pada tahun 2020 sebagai berikut:

Bulan Sisa Awal Masuk Putus Sisa

Akhir
Januari 0 0 0 0
Februari 0 0 0 0
Maret 0 0 0 0
April 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0
Juni 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0
Agustus 0 0 0 0
September 0 5 5 0
Oktober 0 3 3 0
Nopember 0 16 16 0
Desember 0 2 2 0

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada
indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer
yang Diselesaikan pada tahun 2020 dapat terpenuhi sebesar 100%.
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara
yang diselesaikan sebanding dengan capaian indikator kinerja persentase
sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019. sebagaimana tabel di

bawabh ini:
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No Indikator Kinerja Terget Realisasi Capaian (%)

1. | Persentase Sisa 100 % 100 % 100 %
Perkara
Pelanggaran Lalu
Lintas Militer yang
Diselesaikan

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang
Diselesaikan pada tahun 2020 dapat terpenuhi dengan persentase 100%
(seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan yang diselesaikan
sebanding dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang
diselesaikan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tabel dan

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja

Kenaikan/
IS Tahun 2019 Tahun 2020 FERLED
Sisa Perkara |_Target | Realisasi | Target | Realisasi
Pelanggaran Tetap
Lalu Lintas | 10006 | 100% | 1200% | 100%
Militer yang
Diselesaikan

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang
diselesaikan pada tahun 2020 dengan target jangka menengahyang
terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai dan
konsisten dengan capaian realisasi 100 %. Sebagaimana terlihat pada

tabel berikut dibawah ini :

Pencapaian Terget Kinerja
I'&?r;kei}gr Target Ket
Realisasi Jangka
Menengah
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Pencapaian
Sisa Perkara | 100 % - - - - 100 % target kinerja
Pelanggaran Tahun 2020
Lalu Lintas telah
Militer  yang memenuhi
Diselesaikan Target jangka
menengah
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Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang
Diselesaikan pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 100% merupakan
perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara tingkat
pertama yang tepat waktu, dan peningkatan kinerja para Hakim dan
Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis di Pengadilan Militer 1-07

Balikpapan.

3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat

Waktu.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer
yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 memenuhi target. Pada
tahun 2020 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 58 perkara dan
diputus sebanyak 56 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus
tahun 2020 sebanyak 2 perkara untuk perkara pidana kejahatan. Hal itu

dapat dilihat tabel data keadaan perkara pada tahun 2020 berikut di

bawah ini:
Bulan Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir
Januari 5 8 1 12
Februari 12 10 3 19
Maret 19 3 9 13
April 13 2 3 12
Mei 12 5 2 15
Juni 15 0 8 7
Juli 7 4 0 11
Agustus 11 9 6 14
September 14 5 8 10
Oktober 10 4 2 12
November 12 3 4 11
Desember 11 0 9 2
Jumlah 53 56
Keadaan Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2020
Perkara Perkara Waktu penyelesaian perkara
. yang 1sd _90 91 s.d .180 Diatas .180 Ket
diputus Hari Hari Hari
58 56 63 19 - Sisa: 2
Dicabut : -

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja
pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang

Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 dapat terpenuhi sebesar
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100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa
perkara yang diselesaikan sebanding dengan capaian indikator kinerja
persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 20109.

sebagaimana tabel di bawah ini:

No Indikator Kinerja Terget Realisasi Capaian (%)
1. | Persentase Perkara 95 % 97,56 % 102,67 %
Pidana Militer ~ yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Berdasarkan tabel di atas, maka pencapaian target kinerja pada
indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
Tepat Waktu pada tahun 2020 dapat tercapai sebesar 100%. Pencapaian
target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer
yang Diselesaikan Tepat Waktu berbanding sama dengan pencapaian
target kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat

Waktu pada tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja Kzr:;uk
Penur
1. | Persentase Perkara Tahun 2019 Tahun 2020 unan

Pidana Militer yang Target Realisasi | Target | Realisasi

Diselesaikan Tepat 95 % 93,06 % 95 % 97,56 % | Naik
Waktu 2.56 %

€
Perrbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang
diselesaikan pada tahun 2020 dengan target jangka menengahyang
terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai dan
konsisten dengan capaian realisasi 100 %. Sebagaimana terlihat pada

tabel berikut dibawah ini :

Pencapaian Terget Kinerja
I'&?r;kei}gr Target Ket
Realisasi Jangka
Menengah
2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Pencapaian
Perkara 102,67 % - - - - 100 % target kinerja
Pidana Tahun 2020
Militer yang telah
Diselesaikan memenubhi
Tepat Waktu Target jangka
menengah
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Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat
Waktu. Target jangka menegah tersebut realistis dengan
mempertimbangkan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan
berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan. Sebagai tolak ukur pada tahun 2019 penyelesaian
perkara mencapai 100% dan penyelesaian perkara pada tahun 2020
telah memenuhi target jangka menengah dengan persentase 100%
penyelesaian perkara. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara
pidana militer yang diselasaikan tepat waktu, tidak terlepas dari baiknya
kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang
pada peraturan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian target kinerja
tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para Aparatur atau Anggota
Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung
terpenuhinya target kinerja tersebut.

4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang

diselesaikan Tepat Waktu.

Tingkat capaian indikator kinerja perkara pelanggaran lalu lintas
militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 memenuhi target.
Pada tahun 2020 jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang ditangani
sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara dan diputus sebanyak 26 (dua
puluh enam) perkara. Sehingga sisa perkara pada tahun 2020 adalah O
(nol) perkara (nihil). Target penyelesaian perkara persentase perkara
pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun
2020 terpenuhi sebesar 100%, hal ini terlihat dari jumlah perkara yang
ditangani pada tahun 2020 berjumlah 26 (dua puluh enam) perkara dan
perkara yang diputus sejumlah 26 (dua puluh enam). Dengan demikian
persentase realisasi penyelesaian perkara tahun 2020 sebesar 100%.
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara
pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun
2020 terpenuhi.
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Berikut tabel pencapaian target kinerjanya tahun 2020 sebagai berikut :

Bulan

Sisa Awal Masuk

Putus

Sisa
Akhir

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

WO |00 |0|O0|0|O0 |0

WO |00 |0|0|0(0O|0O

Nopember

=
(o]

=
(e}

Desember

O0O|0|00O|0|O0|O|O0|O0|O0|O

2

2

O0O|0|I00O|0|00O|0O|0|O0|O

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja

pada indikator kinerja Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer

yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 dapat terpenuhi sebesar

100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2020

sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

Terget

Realisasi

Capaian (%)

1.

Persentase Perkara
Pelanggaran Lalu
Lintas Militer yang
diselesaikan Tepat
Waktu

100 %

100 %

100 %

Berdasarkan tabel di atas, maka pencapaian target kinerja pada

indikator kinerja Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang

diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 dapat tercapai sebesar

persentase 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

Persentase Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu

berbanding sama dengan pencapaian target kinerja Persentase Perkara

Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu pada

tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020

No | Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja Kenaikan/
Penuruna
1. | Persentase Tahun 2019 Tahun 2020 n
Perkara Target Realisasi Target Realisasi
Pelanggaran Tetap
Lalu Lintas
Militer yang | 100 % 100 % 100 % 100 %
diselesaikan
Tepat Waktu
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Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang
diselesaikan pada tahun 2020 dengan target jangka menengahyang
terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai dan
konsisten dengan capaian realisasi 100 %. Sebagaimana terlihat pada
tabel berikut dibawah ini :

Pencapaian Terget Kinerja
ey »
Realisasi Jangka
Menengah
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Pencapaian
Pel’kara 100 % = = = = 100 % target
Pelanggaran kinerja
Lalu Lintas Tahun 2020
Militer yang trﬁ?r:enuhi
diselesaikan Tar
get
Tepat Waktu jangka
menengah

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang
diselesaikan Tepat Waktu Target jangka menegah tersebut realistis
dengan mempertimbangkan percepatan penyelesaian perkara di
Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Sebagai tolak ukur pada
tahun 2019 penyelesaian perkara mencapai 100% dan penyelesaian
perkara pada tahun 2020 telah memenuhi target jangka menengah
dengan persentase 100% penyelesaian perkara. Capaian pada indikator
kinerja persentase perkara pidana militer yang diselasaikan tepat waktu,
tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur
Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Keberhasilan
pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para
Aparatur atau Anggota Pengadilan Militer [-07 Balikpapan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor

penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

43
LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020



5. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 memenuhi target
sebesar 100 %. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

No | Indikator Kinerja Terget Realisasi Capaian (%)
1. | Persentase 90 % 86 % 95,56 %
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun
2020 :
Perkara Yang Tidak
Perkara Putus Perkara Banding Mengajukan Upaya Hukum
Banding
56 8 48

Pada tabel Pengajuan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020
tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus
pada tahun 2020 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, dari
jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 8
(delapan) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Banding, sebanyak 48 (empat puluh delapan) Perkara dengan
Persentase pencapaian target 86% Pencapaian target kinerja pada
indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding mengalami kenaikan jika diperbandingkan dengan tahun
2019. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding Tahun 2020 :

No Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja Kenaikan/
1. | Persentase Perkara Yang Tahun 2019 Tahun 2020 Penurunan
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding 89,55 % 86 % Turun ..... %
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Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 dengan

target jangka menengah sebagai berikut :

Pencapaian Terget Kinerja
Irll?r'g}gr Target Ket
Realisasi Jangka
Menengah
2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Pencapaian
Perkara 86 % - - - - 100 % target
Yang Tidak kinerja 2020
Mengajukan belum
Upaya memenuhi
Hukum Target
Banding jangka
menengah

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja pada tahun
2020 belum memenuhi persentase target kinerja jangka menengah
dengan capaian 86% (delapan puluh enam persen) dengan rincian
perkara yangdiputus 56 (lima puluh enam) perkara, 48 (empat
puluhdelapann) perkara tidak melakukan upaya hukum Banding dan 8
(delapan) perkara mengajukan upaya hukum Banding.

Dari rincian tersebut terlihat target kinerja pada tahun 2020 belum
mencapai persentase target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). Diupayakan bahwa capaian
target kinerja jangka menengah akan dapat terpenuhi pada tahun
berikutnya, oleh karenanya diperlukan peningkatan kinerja Apatur Teknis
dan Non Teknis Pengadilan untuk semakin menghasilkan produk putusan
dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepuasan para pencari
keadilan terpenuhi. Dengan demikian capaian target kinerja pada
indikator persentase yang tidak melakukan upaya hukum Banding akan

tercapai.

6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi.
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 belum memenuhi
target. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut sebesar 88 %

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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No Indikator Kinerja Terget Realisasi Capaian (%)

1. | Persentase Perkara 90 % 88 % 97,78 %
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun

2020 :
Perkara Yang Tidak
Perkara Putus Perkara Kasasi Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
56 7 49

Pada tabel Pengajuan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020
tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus
pada tahun 2020 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, dari
jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 7
(tujuh) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Perkara dengan
Persentase pencapaian target 88% Pencapaian target kinerja pada
indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kaasi mengalami kenaikan jika diperbandingkan dengan tahun

2019. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

No Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja Kenaikan/
1. | Persentase Perkara Yang Tahun 2019 Tahun 2020 PRI
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi. 89,55 % 88 % Turun

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 dengan target

jangka menengah sebagai berikut :

Pencapaian Terget Kinerja
Indikator Target
S Ket
Kinerja L Jangka
Realisasi
Meneng
ah
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Pencapaian
Perkara Yang | 88 % - - - - 100 % | target kinerja
Tidak 2020  belum
Mengajukan memenuhi
Upaya Hukum Target jangka
Kasasi menengah
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Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja pada tahun 2020
belum memenuhi persentase target kinerja jangka menengah dengan
capaian 88% (delapan puluh enam persen) dengan rincian perkara
yangdiputus 56 (lima puluh enam) perkara, 49 (empat puluh sembilan)
perkara tidak melakukan upaya hukum Kasasi dan 7 (tujuh) perkara
mengajukan upaya hukum Kasasi.

Dari rincian tersebut terlihat target kinerja pada tahun 2020 belum
mencapai persentase target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). Diupayakan bahwa capaian
target kinerja jangka menengah akan dapat terpenuhi pada tahun
berikutnya, oleh karenanya diperlukan peningkatan kinerja Apatur Teknis
dan Non Teknis Pengadilan untuk semakin menghasilkan produk putusan
dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepuasan para pencari
keadilan terpenuhi. Dengan demikian capaian target kinerja pada
indikator persentase yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi akan

tercapai.

7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali.
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020
memenuhi target sebesar 100 %. Realisasi kinerja pada indikator kinerja

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Indikator Kinerja Terget Realisasi Capaian (%)
1. | Persentase Perkara 100 % 100 % 100 %
Yang Tidak

Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali

Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali Tahun 2020 :

Perkara Yang Tidak Mengajukan

Perkara Putus Perkara Peninjauan Kembali .
Upaya Hukum Kasasi

56 0 56

Pada tabel Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun
2020 tersebut di atas bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun

2020 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, dari jumlah tersebut
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yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 (nol)
perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali, sebanyak 56 (lima puluh enam) Perkara Persentase
pencapaian target 100 %. Pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali mengalami tetap sebesar 100 % jika
diperbandingkan dengan tahun 2019. Adapun perbandingannya dapat
dilihat pada tabel dan grafik berikut :

D
No Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja Kenaikan/
1. Persentase Perkara Yang Tahun 2019 Tahun 2020 FERUTUTE
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali 100 % 100 % Tetap

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 dengan

target jangka menengah sebagai berikut :

Pencapaian Terget Kinerja
IlﬁK?:]I;e:}gr Target Ket
Realisasi Jangka
Menengah

2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Pencapaian
Perkara Yang | 100 % - - - - 100 % target
Tidak kinerja 2020
Mengajukan telah
Upaya memenuhi
Hukum Target
Peninjauan jangka
Kembali menengah

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali Target jangka menegah tersebut realistis dengan
mempertimbangkan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan
berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan. Sebagai tolak ukur pada tahun 2019 penyelesaian
perkara mencapai 100% dan penyelesaian perkara pada tahun 2020
telah memenuhi target jangka menengah dengan persentase 100%

penyelesaian perkara. Capaian pada indikator kinerja Persentase Perkara
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Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, tidak
terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis
dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP
dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Keberhasilan
pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para
Aparatur atau Anggota Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor

penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

8. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan

Terdakwa tepat waktu.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang
dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu pada tahun 2020
memenuhi target sebesar 100 %. Realisasi kinerja pada indikator kinerja

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Indikator Kinerja Terget Realisasi Capaian (%)

1. | Persentase Salinan 100 % 100 % 100 %
Putusan yang dikirim
ke Oditur Militer dan
Terdakwa tepat
waktu

Keadaan Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa

tepat waktu

Bulan Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir
Januari 5 8 1 12
Februari 12 10 3 19
Maret 19 8 9 13
April 13 2 8 12
Mei 12 5 2 15
Juni 15 0 8 7
Juli 7 4 0 11
Agustus 11 9 6 14
September 14 5 8 10
Oktober 10 4 2 12
November 12 3 4 11
Desember 11 0 9 2
Jumlah 53 56 2

Tabel Perbandingan Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan
Terdakwa tepat waktu Tahun 2020 :
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No Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja Kenaikan/
1. | Persentase Salinan Tahun 2019 Tahun 2020 UL
Putusan yang dikirim ke
Oditur Militer dan Terdakwa 100 % 100 % Tetap
tepat waktu

Adapun perbandingan capaian realisasi Salinan Putusan yang
dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu pada tahun 2020

dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Pencapaian Terget Kinerja

Indikator Kinerja Target Ket
Realisasi Jangka
Menengah
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Salinan Putusan Pencapaian target
yang dikirim ke | 100 - - - - 100 % kinerja 2020 telah
Oditur Militer dan | % memenuhi Target
Terdakwa tepat jangka menengah
waktu

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa
Tepat Waktu pada tahun 2020 tercapai sesuai target tahunan yang telah
ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut persentase target jangka
menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan
datang. Capaian pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang
dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa Tepat Waktu tidak terlepas dari
perwujudan penyelesaian perkara tepat waktu dan publikasi perkara (one
day publish) sehingga setelah Majelis Hakim membacakan putusannya
diikuti dengan kesiapan produk putusan tersebut berupa salinan putusan
untuk disampaikan kepada Oditur Militer dan Terdakwa sesuai dengan
SOP dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pencapaian pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan
yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu dengan capaian
100% pada tahun 2020 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis
pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan konsisten dalam pelaksanaan

indikator kinerja tersebut.
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Sasaran Strategis :

Penyelesaian Perkara

Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan

Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020

memenuhi target sebesar 100 %. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

ini;

Indikatot Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu

100 %

100 %

100 %

Keadaan Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu :

Bulan

Januari

Bnding

o

o

Kasasi

T
A

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

=R =

RPN ORI OIOO0O|O0|0O

OO0 O|O0|O0|O0|O|O|O|O|O

Indikator Kinerja

Pencapaian Terget

Kinerja

Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan Banding
Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu

Tahun 2019

Tahun
2020

100 %

Kenaikan/
Penurunan

100 %

Tetap

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase berkas perkara

yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat

waktu pada tahun 2020 dengan target jangka menengah sebagai

berikut :
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Pencapaian Terget Kinerja
Indikator Target Ket
Kinerja Realisasi Jangka
Menengah
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Persentase Pencapaian
berkas 100 - - - - 100 % target
perkara yang % kinerja
dimohonkan 2020 telah
Banding memenuhi
Kasasi dan Target
PK secara jangka
lengkap dan menengah
tepat waktu

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase
Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara
Lengkap dan Tepat Waktu pada tahun 2019 dan tahun 2020 tercapai
sesuai target tahunan dan pencapaian realisasi target kinerja pada tahun
2020 telah mencapai persentase target jangka menengah yang telah
ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut diyakini persentase target jangka
menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan
datang. Capaian pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu
merupakan suatu persyaratan administrasi yang terdiri dari Bundel A dan
Bundel B serta data elektronik yang harus dilengkapi sebelum upaya
hukum dimohonkan dengan memperhatikan batas waktu pengajuan
Upaya Hukum baik Banding, Kasasi, dan PK sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan KUHAP. Apabila ada salah satu
kelengkapan administrasi yang tidak lengkap dan telah melebihi batas
waktu pengajuan upaya hukum maka berkas permohonan upaya hukum
bisa dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun oleh
Mahkamah Agung RI untuk upaya hukum kasasi. Pencapaian pada
indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu dengan capaian 100%
pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non
Teknis Pengadilan pada Pengadilan Milit 1-07 Balikpapan konsisten
dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut, dapat dilaksanakan sesuai
SOP dan tupoksinya serta pencapaian Persentase Berkas Perkara yang
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dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu
pada tahun 2020 dapat terpenuhi.
Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Tabel Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan diluar

Gedung Pengadilan Tahun 2020 :

Indikatot Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
Persentase Perkara yang 100 % 100 % 100 %
diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan

Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada
tahun 2019 sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada
tabel berikut :

Indikator Kinerja Pencapaian Terget Kinerja
Persentase Perkara yang Tahun Kenaikan/
diselesaikan diluar Gedung Ll 2808 2020 Penurunan
Pengadilan
100 % 100 % Tetap 100
%

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase Perkara yang
diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 dengan target

jangka menengah sebagai berikut :

Pencapaian Terget Kinerja
; N Target
Indikator Kinerja Realisasi Jangka Ket
Menengah
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Pencapaian
Perkara yang | 100 % - = = - 100 % target
diselesaikan diluar kinerja
Gedung 2020 telah
. memenuhi
Pengadilan Terisoi
jangka
menengah

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Pada tahun 2020 melaksanakan

1 (satu) kali sidang keliling. Dapat terlihat dalam tabel berikut ini:
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Sidang Keliling Rensid Perkara Perkara o -
Sidang Keliling putus Lokasi Sidang Keliling
1 (satu) kali : :
Sidang 5 5 Pengadilan Negeri Tarakan

REALISASI ANGGARAN.

Untuk melksanaan indikator-indikalor kinerja yang berorientasi hasil di atas,
maka diperlukan adanya progam kerja yang dapat menghasilkan outcome dan
output. Program kerja Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan adalah melaksanakan
program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung R,
dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan
Militer I-07 Balikpapan, antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
(TUN);

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah
direncanakan dalam APBN Tahun 2020. Sehingga program kerja tersebut harus
dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran
dengan hasi! Outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2020
yang mendukung program kerja tersebut dapat dijeaskan sebagaimana dalam
tabei berikut:

Persentase
No Program Kerja Pagu Realisasi
(%)

1. | Program Peningkatan 65.420.000 60.173.550 99,62

Manajemen Peradilan

Militer dan Tata Usaha

Negara (TUN);
2. | Program Dukungan | 3.801.518.000 | 3.181.452.735 83,71

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung
3. | Program Peningkatan 25.000.000 24.000.000 96,00

Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung
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Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan tahun

anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah

sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

(Rp.) (Rp.)
Esg’g‘v{;i 2.457.524.000,- 0 1.874.196.066,- | 76,26
Szlrgrr;j; 1.343.994.000,- 0 1.308.136.800,- | 97.33
Belanja Modal 25.000.000,- 0 24.000.000,- | 96.00
3.826.518.000,- 0 3.206.332.866,- | 83,79

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja untuk DIPA (05) Dirjen

Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

NO. KEGIATAN

(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

1. Belanja Barang 65.420.000,- 65.173.550,- 99.90
JUMLAH 65.420.000,- 65.173.550,- 99.90
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A.

B.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan
Tahun 2020 secara umum dapat memenuhi target yang ditetapkan, namun
ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi

untuk perbaikan tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat untuk menyampaikan
berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan
oleh Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan pada tahun Anggaran 2020.
Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan

sasaran.

Adapun hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat
memenuhi target dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP), namun masih perlu ditingkatkan dalam pencapaian penyelesaian
perkara. Sehingga dengan demikian akan mendapatkan hasil capaian

yang optimal sesuai target yang ditentukan.

Saran.

Perlu peningkatan dan kerjasama seluruh Personel dalam membuat
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai
Kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan
prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan

penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan akhir
sebagai bahan evaluasi kinerja dan sebagai ukuran kinerja organisasi
pemerintah secara nyata dan akuntabel di Pengadilan Militer 1-07

Balikpapan.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja

organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan

fungsi reward and punisment.

Balikpapan, Januari 2021
.

LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020
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2.Reviu Indikator Kinerja Utama

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Nomor : W1-Mil07/ 81 /KP.01/KEP/ XII /2020
Tentang

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN MILITER 1-07 BALIKPAPAN

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM tahun 2015-2019) dan dimulainya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM tanun 2020-
2024) maka Pengdilan Militer 1-07 Balikpapan perlu meninjau
kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja
Utama (IKU).

1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 trntang Kekuasaan
Kehakiman.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2005-2009.

7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi Struktur dan Tata Kerja.

8. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang
Kesekretariatan Mahkamah Agung

9. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.
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Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Hasil Rapat tanggal 9 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) disinronisasikan dengan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan tahun 2020-
2024.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer [-07
Balikpapan.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer
[-07 Balikpapan Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Militer
Tinggi | Medan

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas
untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan
melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki seagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 10 Desember 2020
Sl

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kadilmilti-l Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Dilmil I-07 Balikpapan
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER | - 07

BALIKPAPAN
KINERJA PENANGGUNG
NO UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
1. | Terwujudnya Persentas.e Sisa Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan 100% Panitera Laporan Bulanan
Proses Perkara Pidana Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang harus diselesaikan dan
Peradilan yang | Militer yang Catatan : Laporan
Pasti, Diselesaikan e Sisa perkara pidana militer adalah perkara pidana militer (perkara Tahunan
Transparan dan kejahatan) yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah
Akuntabel jumlah sisa perkara pidana militer tahun sebelumnya yang harus
diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara
pidana militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor
2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan
TingkatPertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan
Peradilan.
2. Persentase Sisa Panitera Laporan Bulanan

Perkara Pelanggaran
Lalu Lintas Militer
yang Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang harus 100%
diselesaikan
Catatan:
e Sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer adalah perkara

pelanggaran lalu lintas militer yang belum selesai pada tahun
sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas
militer tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun
berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas
militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2
tahun2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

dan
Laporan
Tahunan
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3. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan

i ili Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu
Pidana Militer yang 100% dan

. . Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan
Diselesaikan Tepat Laporan
Waktu Tahunan

Catatan:

e Input adalah jumlah perkara pidana militer (kejahatan) yang
diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara
pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.
Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat
banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

4, Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
pe|angga ran Lalu Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat dan
. - Waktu 100%
Ll'ntas M'Illter yang Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Laporan
Diselesaikan Tepat Tahunan

Waktu Catatan :

e Input adalah jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang
diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara
pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada
bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan
tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
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Catatan:
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang
putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu
triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktuv

triwulan.

5. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
yang Tidak Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% dan
Mengajukan Upaya Jumlah Perkara Diputus Laporan
Hukum Banding Catatan : Tahunan
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang
putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu
triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu
triwulan.
6. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
yang Tidak Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100% dan
Mengajukan Upaya Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan Laporan
Hukum Kasasi Tahunan
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Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali

Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali 100%
Jumlah Perkara yang Telah Diputus

Catatan :
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah
perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka
waktu tahunan.

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Persentase Salinan
Putusan Perkara
Pidana Militer yang
Dikirim ke Oditur
militer dan
terdakwa tepat
waktu

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur
Militer dan Terdakwa tepat waktu 100%
Jumlah Perkara Pidana Militer yang Diputus

Catatan:

e Jumlah Salinan putusan perkara Pidana Militer yang dikirim kepada
para Oditur Militer dan Terdakwa. Surat Edaran mahkamah Agung
NO0.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA no.02 tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
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9. | Peningkatan Persentase Berkas Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas Perkara yang Jumlah Berkas Perklfra yang Dimohlt()nkzn Banding, Kall(sasi dan PK yang dan
. Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%
PengeIOIa?n Dlmo_honkan . Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Laporan
Penyelesaian Banding, Kasasi, dan Tahunan
Perkara PK yang Diajukan Catatan :
Secara Lengkap dan | o pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari
Tepat Waktu
10.| Meningkatnya Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan

Akses Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

yang Diselesaikan di
Luar Gedung
Pengadilan

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

100%

Catatan:
e Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar
kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-

gedung lainnya)

dan
Laporan
Tahunan
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F. Reovisz DMctedlce Rensizo
2020-202F

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

INSTANSI : Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan
VISI : “Terwujudnya Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Yang Agung®
MISI . 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas personel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.
No Tujuan Target Sasaran Strategis Target
jangka (%)
Menengah
(5 Tahun)
Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
1. Pencari keadilan Persentase Sisa Perkara Pidana 100 Terwujudnya Persentase Sisa Perkara 100 100 100 | 100 100
merasa Militer yang Diselesaikan Proses Peradilan| Pidana Militer yang
kebutuhan dan yang Pasti, Diselesaikan
kepuasannya Transparan
terpenuhi dan Akuntabel
2. Persentase  Sisa  Perkara 100 Persentase Sisa Perkara 100 100 100 | 100 100
Pelanggaran Lalu Lintas Militer Pelanggaran Lalu Lintas
yang Diselesaikan Militer yang Diselesaikan
3. PersentasePerkara pidana Persentase Perkara 95 95 95 95 5
Militer yang Diselesaikan 95 Pidana Militer yang
Tepat Waktu Diselesaikan Tepat
Waktu
4, Persentase Perkara 100 Persentase Perkara 100 100 100 |100 100
Pelanggaran Lalu Lintas Militer Pelanggaran Lalu Lintas
yang Diselesaikan Tepat Militer yang Diselesaikan
Waktu Tepat Waktu
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5. Persentase Perkara 90 Persentase Perkara yang 90 a0 90 a0 95 95
yang TidakMengajukan Tidak Mengajukan Upaya
UpayaHukumBanding Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang 90 Persentase Perkara Yang Tidak| 90 90 90 90 95 95
Tidak Mengajukan Mengajukan Upaya
Upaya Hukum Kasasi Hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang 100 Persentase  perkara yang 100 100 | 100 100 | 100 100
TidakMengajukan Upaya Tidak Mengajukan  Upaya
Hukum Hukum Peninjauan
Peninjauan Kembali Kembali
8. Persentase Salinan 100 Persentase Salinan Putusan 100 100 | 100 100 | 100 100
Putusan Perkara Pidana Perkara Pidana Militer yang
Militer yang Dikirim ke Dikirim ke Oditur militer dan
Oditur militer dan terdakwa tepat waktu
terdakwa tepatwaktu
9. Persentase Berkas 100 Peningkatan Persentase Berkas Perkara 100 100 | 100 100 | 100 100
Perkara yang Dimohonkan Efektivitas yang Dimohonkan Banding,
Banding, Kasasi, dan PK Pengelolaan Kasasi, dan PK yang
yang Diajukan Secara Penyelesaian Diajukan Secara Lengkap dan
Lengkap dan Tepat Perkara Tepat Waktu
Waktu
10. Setiap  pencari Persentase Perkara yang 100 Meningkatnya Persentase Perkara yang 100 100 |100 100 | 100 100
keadilan  dapat Diselesaikan di Luar Akses Peradilan Diselesaikan di Luar Gedung
menjangkau Gedung bagi Pengadilan
badan peradilan Pengadilan Masyarakat
untuk mencari Miskin dan
keadilan Terpinggirkan
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4. SIK TIM PENYUSUNAN LK;IP

KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/ 83 /KP.01/KEP/ Xl /2020

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

PENGADILAN MILITER 1-07 BALIKPAPAN
TAHUN 2021

Bahwa dalam rangka tertib adminisrasi serta kelancaran
dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) dilingkungan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan tahun
2021 maka dipandang perlu membentuk tim penyusunan
LK]IP.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nmor 5 tahun 2004.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun
1997 tentang Peradilan Militer.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara. Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25
tambahan Lembaran Negara. Republik IndonesiaNomor
4614).

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

6. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK|jIP) di Lingkungan Pengadilan Militer I-
07 Balikpapan.

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat
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Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan :

agkrwnhE

Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP) di Lingkungan Pengadilan Militer I-
07 Balikpapan Tahun 2021.

Tim Penyusunan diktum pertama bertugas melakukan
penyusunan LKjIP dilingkungan Pengadilan Militer [-07
Balikpapan tahun 2021 dan dalam menjalankan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer 1-07
Balikpapan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan
dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 20 Desember 2020
Kepala PendadilaridNiter [-07 Balikpapan

Letnneie P 524423

Sekretaris MARI

KABUA MARI

Dirjen Badilmiltun MARI

Kadilmiltama

Kadilmilti-l Medan
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Lampiran Surat Keputusan Kadilmil I-07 Balikpapan
Nomor : W1-Mil07/ 83 /KP.01/KEP/ Xl1 /2020

Tanggal : 20 Desember 2020

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP)
di lingkungan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan

Tahun 2020
1. Pelindung : Kadilmil 1-07 Balikpapan
2. Penanggung Jawab : Letkol Chk Yudi Pranoto Atmojo, S.H
3. Ketua : Kapten Chk Hery Pujiantono, S.H
4. Wakil Ketua : Letda Chk Ungsi Horas Manik, S.H.,M.H.
5. Sekretaris : PNS. Sri Handajani
6. Anggota : 1.PNS. Puspaningsih

2.PNS.Sugeng Nuraini

3.PNS Ryan Fernando, S.Sos
4.Serka Fikriansyah

5.Rendy Pratama Putra,S.Kom

6. Alfiani Hayaturida Rusmawati,A.Md

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada t% 20 Dpsember 2020
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RENCANA KINERJA TAHUN
ANGGARAN 2020

NOMOR : W1.MIL07/82/0OT.01.1/XI1/2020
Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan

Desember 2020
Mijiter 1-07 Balikpapan
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S5.Rencana Kerxja Tahunan

(RKT )2021

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : W1.MILO7/50/0T.01.1/1/2021
PENGADILAN MILITER [-07

BALIKPAPAN

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Pidana
Militer yang Diselesaikan

100

Persentase Sisa Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang
Diselesaikan

100

Persentase Perkara Pidana Militer
yang Diselesaikan Tepat Waktu

95

Persentase Perkara Pelanggaran
Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan
Tepat Waktu

100

Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

90

Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

90

Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

100

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur
militer dan terdakwa tepat waktu

100

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan
PK yang Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

100

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

100
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RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : W1.MIL07/51/0T.01.1/1/2021
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

Balikpapan, 11 Januari 2021

Kepala Pepigadjlan Iitr [-07 Balikpapan
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serla berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustofa, S.H..M.H.
PangkatNRP : Letnan Kolonel Sus/524423
Jabatan . Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Reki Irene Lumme, S.H. . M.H.
Pangkat/NRP . Marsekal Pertama TNI
Jabatan . Kepala Pengadilan Militer Tinggl | Medan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

MWWMWWMMMWuM

ini, dalam telah

mewmwmmwmwmm

mamuanmammmwmmmmmmwmw
terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Balikpapan, Januari 2021
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Z.Pengukuran Kinerja

Tahun 2021

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
PENGADILAN MILITER 1-07 BALIKPAPAN

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi | Capaian

2

3

4

5 6

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Persentase Sisa
Perkara Pidana
Militer yang
Diselesaikan

100 %

100 % 100 %

Persentase Sisa
Perkara Pelanggaran
Lalu Lintas Militer
yang Diselesaikan

100 %

100 % 100 %

Persentase Perkara
Pidana Militer yang

Diselesaikan Tepat

Waktu

95 %

97,56 % | 102,7 %

Persentase Perkara
Pelanggaran Lalu
Lintas Militer yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

100 %

100 % 100 %

Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

90 %

86 % 95,56 %

Persentase Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

90 %

88 % 97,78 %

Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali

100 %

100 % 100 %

Persentase Salinan
Putusan Perkara
Pidana Militer yang
Dikirim ke Oditur
militer dan terdakwa
tepat waktu

100 %

100 % 100 %

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Persentase Berkas
Perkara yang
Dimohonkan
Banding, Kasasi, dan
PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan
Tepat Waktu

100 %

100 % 100 %

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkara
yang diselesaikan di
Luar Gedung
Pengadilan

100 %

100 % 100 %

nuari 2021
iliter 1-07 Balikpapan




KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : 005

ESELON I
WILAYAHPROPINSI

SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

XO0E URAIAN

IRANSAKS| KAS
o RUPIAH MURNS
o R

a3 XETERTHEMAN DAN KEAMANAN

04 PERADILAN

o 1)
© 1600
¢ 663246
. KD

LAPORAN REALISAS! ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

MAHKAMAN AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
KALIMANTAN TIMUR

PENGADILAN MILITER 107 BALIKPAPAN

KANTOR DAERAM

ANGOARAN SEARNA

o Frogram Dukungsn Mangemen dan Pelawsanaan Tuges

Taans Lairnya Madkamah Agung

1004 Pomtinasn Acmwwsiran don Pargeioissn Keuangan Badan

Urusan Admiretras
e Layaran Pecssrcoran
» BELANIA PEGAWAI

5111 Balays Gay dan Tunjangan PNS

st Betanss Gay Pokok PNS
511119 Bolsna Pemtulaton Gay PNS
S Batane Tury Suemvisrn PNS
511122 Betays Tuny Ansk PNS
51N | Betarya Tuny Siuktural PNS
S11124  Belana Tury Fungeional PNS
$11125  Bedarya Tury PPN PNS
511126 Betarys Tuy Becas PNS

511129 | Bolanje Uang Maken PNS
511151 | Betana Turjangan Umum PNS

| SUNLAH SUB KELOMPOK BELAMIA 5111

360097.000
1vooo!
20439000 |
6008000 |
22,680,000
£0.920,000
16,672 000
' 21,396,000
mm.ooo;'
18,098,000 |
647,000,000

ANGGARAN SETELAM
REVIS!

360 057 000
11000

20 439 000
&.00% 000

50,820,000 |
16872,000 :
21,396,000 |
120.680.000

18,095,000

647,000,000 |

FAHUN

254 650 660
3es
15832 450
3980 384
22 580 000

1,160,696
10,428,480
42,658,000

£.550,000 '

357216067

REALISAS! BELANIA

SUMLAM SO
TAMUN 15

254 880 660
Ims
15822460
1582304
0
1160898 |
104840
«e8000 |
5550000 |
387,216.607 }

PENGEMBALIAN
S0 TAMUN IN

Kode Lap

Tanggal
Halaman
Prog id

JUMLAM NETO
S0 TAMUN NI

254 580 650
1684
15822 460
3982384
22,680 000

1,160 208
10,428 450
42 658,000
5,180,000
356,846 500

LRBST 01
24 February 2021
1
lu_lrabstkt
CALSASl  S1SA ANGGARAN
@ L
078 105216340
49 7316
77 46 4,606 540
%627 2026516
w0 0
000 0,920,000
696 , 15,511,102
4874 | 10,967 520
267 ! 87,982,000
we | 12,918,000
“sn ] 290,153, 43¢

|
|
|
|
|

|

|
1
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA & 005 MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

ESELONI -0 BADAN URUSAN ADMINISTRAS!
WILAYAHPROPINS! < 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA 663246  PENGADILAN MILITER 107 BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA ! KD KANTOR DAERAH
. - st TR

8112
511224
511225
sSrr

2
291
21114
21118
21119
203

sen

$22113

Betarya Gay don Turyangan TNUPon
Balarya Tuy Fungsional TNUPOLRS
Betarys Tury PPR TNVPOLRY

Batarys Tury Kemsnatan TNUPOLRI
JUMLAK SUB KELOMPOK BELANJA 5112
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
BELANJA BARANG
Belaryo Bacang Operasionsd

Bolarys Keparkuan Perkantonsn

Balanis Penguvnan Surat Owes Pos Pusst
Belarys Monor Operasconet Setan Kens
Betarys Barang Operasional Lavnys

Belarya Dararg Operasionsl - Penanganan Pandemi
COVID-19

JUMLAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211

| Betarys Barary Persecaan
Botarys Barang Perseciaan Bavang Konsums:

JUMUAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Beiarya Jasa

| Belarya Langganan Liswrk

| Belarya Langganan Telepon

‘ Bataryo Langganan Ait

1 500 200 000
205024 000
10%.300 000

1810524 000

2457 524 000

449,281 000
14,400,000
51.360 000
$5.572 000

5,000.000

1,500 200 000
205024000
105 300 000

1 810 524.000

1457 524 000

453 781,000
14,400 000
$1.360.000
57.572.000

SOZ"Wv

74,198,000
74,155,000 |

152,000,000
15,000 000
28,269,000 I'

TAMUN oo

1269 120 000
165 855 M8
21,000 000

1 £16 979 30

AT 156 008

452 927 000
12 204 000
51360000
56,004 871
4940000

SIT.4458N

74,091 550

74,091 550

152 000,000
13302 952
27650227

REALISASI BELANJA

JARAN ST
TAHUN ™o

6

1269 120 000
166 859 9
81 006 000

1516979 Mo

1874195 ne

452 927 000
12,204 000
51,200,000
£6.004 871

4950 000

57744587

74091550 |
f
74,091 550 i

192,000,000 |
13,363 952 '
w0z |

Kode Lap
Tanggal
Halaman

Prog Id

JUMLAH NETO
SO TAMUN ™t

1209 120,000
108 8% 369
@1 000 000
1516079 %9
1073825935

452 927 o0
12204 000
51360000
96,004 871

4,950,000

877 445871

74,091 550

74,091 550

192 000 000
13363852

27650220

LRBST 01

24 February 2021

2
lu_lrabstkt

% REALISAS
ANGGARAN

Mo
n»
o8
ne

% 2%

10000
"0
wn

SISA ANGGARAN

10

231,080 o0
36480
24,300 000

393,544 621

581 698 065



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAMIA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

ANGGARAN SETELAH
REWIS)

76,800 000

312,093 000

111,000 0Op
158 567 000

70 587 000

549,000 D00
6,000,000
105,000,000
1,343 534,000
3.804.516,000
3,801 518 000

3.801,518,000

25,000,000 |

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA © 005 MAHHAMAH AGUNG
ESELON | B | BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAY AHIPROPINS| D 1600 HALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA  G63246 PENGADILAN MILITER |.07 BALIKPAPAM
JENIS SATUAN KERJA ;KD KANTOR DAERAH
KODE LIRALAN ANGLARAN SEAMILA
1 2 3
S2han Beiana Sewa 76 BO0.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELAM A 5221 333 099,000
S Belar@ Pemedharaan
5211 Beiznp Pamalibaaan Gedurg den Bangusan P11 000000
523125 Befama Pemaliharsan Parsialan gan Mg 545 087 400
JUMLAN SUH KELOMPOK BELANJA 5231 260 097 000
5241 Belargg Perjasanan Dalam Neger
524510 Belanja Peralanan Biasa 98,000,000
524113 Betana Peralanan Dings Datam Kolg & 000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 105.000,000
JUMLAH HELOMPOK BELAMJA 52 1.343,984,000
JUMLAH BELANJA DUTEUT 1086 th4 3 8049 518,000
JUMLAH HELAMJA KEGIATAN 1086 3804 518,000
JUMLAH BELANJA PROGRAM 03 04 01 3B01.518,000 .
; 0z Program Peningkstan Sarana dan Prasarana Aparaliy | |I
| Mahkamah Agung | |
Ii 1071 Pengacaan Sarana dan Prassrana o Lingkungan Mahkamah | i
!
i Agung | |
[ Layanan Sarana dan Prasarana Intamal |
| f
51 BELANIA MODAL i i
| i
| S521 | Belania Modl Perataian dan Mesin i i
| 532111 Belanja Mogal Peratatan dan Mesin | 25,000,009 |
| = i
| 25,000,000

i JUMLA SUB KELOMPOK BELAMIA 5321

25,000,000 |

TAHUM 1M1
5
65,120,000

02134179

110,536 B0
159 587 000

£T0,523.600

TF 541600
6.000,000
83,941,600
1,308 136 800
3,182 332 BS6
3182 332 856

3182337 866

24,000,000 |
i

24,000,000 |

REALISAS| BELANJA

JUMLAH ST
TAHUN 1IN

L]

65 120,000

A2 134,175

118 936,600
15% 567,000

270 523,600

7941 800

5.000,000

B3 941,600

1,308 135,800

i
3 182,332 B66 I
3162332 B56

3182332 886

24,000,000 |

24,000,000

PEMGEMBALIAN
S0 TAHUN NI

7

870,131y |

870,131

870,131}

Kade Lap LREST 01
Tanggal 24 February 2021
Halaman : 3
Prog id lu_lrabstkt
% REALISASI
JUMLAH NETO ANGGARAN |
S TAHUN I !
] El
£3 120000 9000
302,134 179 oaa |
]
110938 B0 98 |
159 887 000 wanr
275238 &9 88
77,441 600 TE22?
6 000000 10000
E3,441 600 7954
1.307 636 800 a3z |
3,181,462 735 8371 iI
3.181.462 738 87
181462735 B |
L |
i |
i
|
|
]
|
| |
| I
24,000,000 9600 |
24,000,000 | 6,00 ]
i

SISA ANGGARAN

1]
7 60,000

98964 831

63,400

63 400

21 528 aop
a

21 558,400
35,357,200
E20.085 265
G20.055 285

GI0.055285 |

1.000,000 ¢

1,000,000
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
-0

ESELON|

WILAYAMPROPINS! :

SATUAN KERJA :
JENIS SATUAN KERJA :

KODE

2

1600
663246
KD

JUMLAH KELOMPOK BELANIA 53
JUMLAM BELANJA OUTPUT 1071951

JUMLAH BELANJA KEGWTAN

JUMLAM BELAMJA PROGRAM 030402

1o

JUMUAH BELANJA SUR FUNGSI 0304

JUMLAK BELANJA FUNGS! =3

JUMLAH BELANJA CARA PENARIAN ©

JUMLAM BELANJA SUMBER DANA 01

JUMLAM BELANJA JENIS SATRER KD

JUMLAM TRANSAXSI KAS

JUMLAH BELANJA (TRANSAKS! KAS DAN TRANSAKS!

NON KAS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

TAHUN 2020
(dalam rupiah)
MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRAS!
KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN MILITER 1.07 BALIKPAPAN
KANTOR DAERAH
ANGGARAN SE TELAM
ANGGARAN SEMULA
. TAHUN %31
3 4 5
25,000,000 25000000 24000 000
25,000,000 25,000,000 24000000
26,000,000 24000 000 24 000,000
25,000,000 2% 000 000 24 000,000
3826518000 3,820 518,000 3206 332,666
3 826 $18.000 31826 518,000 3206 X2 8¢
3826518000 3826 518000 3 208 X320 966
386,518,000 2,826 518000 3206 332 968
3826.518,000 2826 $18.000 3206 320 068
3.606,518.000 2826 516,000 3206 332 068
3,826 518,000 3,826 518,000 3206 332,806

REALISASI BELANJA

JUMLANM /D
TAHUN N1

24 000 (o
44000 000
24 000 000
24 000 000
3208 332 856
3205 3% 60
3206 302 85
3206 332 856
3208 332860
3.206,332 866
3206332 656

PENGEMBDALAN
S0 TAHUN IN

c
{ 870131)
| 87013,
' 87013y
t 870131,
! 870131
] 270131)
( 870131)

Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prog id

JUNLAH NETO
S0 TAMUN N1

24 000,000
24.000000
24 000,000
24000000
320 462 735
£ 708 462,738
3305 452 724
3704 462,734
3205 462,735

3205 482.735
3205452738

LRBST 01
24 February 2021
4

lu_lrabstkt

% REALISAS
ANGGARAN

9500

9% 00
*ow
BN
LA
a3 79
a9
8379

K79
Qe

SISA ANGGARAN

10
1,000 000
1,000 000
1,000,000
1,000 000
621,055,265
621,055 205
621055265
621,055 268
621,065 265
621055265
621,055 265

31



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

TAHUN 2020
(dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA © 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | 105 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Kode Lap LRBST 01
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR Tanggal 24 February 2021
SATUAN KERJA | 663247 PENGADILAN MILITER 1-07 BALIKPAPAN Halaman :
JENIS SATUAN KERJA {KD  KANTOR DAERAH Prog id lu_kabsikt
REALISAS! BELANJA
e S s s P— JUMLAK SO FENGEMBALAN JMLANNETO MNGoAmN  SSAANGGARAN
TAHUN o S0 TAHUN NI S0 TAUN N
i 2 3 ) : ‘ 6 ? } 9 10
TRANSAKS! KAS
o RUPLAH MURN
0 RM
o« KETER TIBAN DAN KEAMANAN
0 PERADN AN
o0 Progeam Pur geatan Manaiman Peracilan Mater =an Tat
Usana Negars (TUN)
1056 Ponngraman Mamermen Porasian Micer
oo Penyolesaion Porkars & Tingker Peviama dan Bandng o
Lingiangan Peracean Miter yang ool wasty
52 BELANIA BARANG
s2n Belarga Barang Oparasiona
521114 Belans Pengriman Surat Dinas Pos Puset ‘ 3,440,000 114 000 0 ¢ ° 0 om 114,000
JUMLAM SUS KELOMPOK BELANSA 5211 3.440 000 114 000 o. 0 ° ° oo 114,000
5212 Botarya Barng Non Opacasional
21211 ' Betaya Banan 6,680 000 6.310,000 8270000 ' 6270000 0 6270000 | ny 40,000
| JUMLAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 ' 6,660,000 6310000 6270000 | 6.270,000 o' 6270000 " 40,000
5218 | Belarya Barang Persodisan i |
521811 | Beleys Barang Persodiamn Barsng Kontumsi | 6,300,000 10,389,000 | 10.361,4%0 10,361 450 [ 10,361,450 | 7 27550
| JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 ; 5,300,000 10,389,000 | 10361450 | 10,361,450 0. 10,361,450 , wn 21,550
s : Belanys Josa | ; !
522151 | Betarya Jass Profesi i 00,000 1000 o ° o ° 000 | 7000
| Ama sUB KELOMPOK BELANIA 5221 ‘ w0000, mog o:' 0 o; o‘; 0 T000
16,820,000 16,631,450 16531 450 0 16,631,450 9388 188,550

JUMLANM KELOMPOK BELANJA 52 16,820 000



| MLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKS]

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANIA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

5420000 15,420,000

KEMENTERIAN MEGARALEMBAGA | 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON| 108 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAHIPROPINS 1800 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA ! §63247 PENGADILAN MILITER 107 BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
REALISASI BELANIA
KODE LRAIAN ANGGARAN SEMULA ans:hewu e — N
TAHUN 4 S0 TAHUN N1
1 2 5 4 5 & 7
AAMLAH BELANJA OUTPUT 1058000 6 520 200 18 520 000 16831 450 631 450
004  Seang o Luse Godung Pengaditen - Hakm Terbeng i
52 BELANIA BARANG '
saa1 Betvna Poralanan Datam Negen
2 Meslarya Perpstongs hass AR &00 D00 & 500,000 &8 542 100 48 543 100
PUNAL AN SUR FELOMPOR BELANIL 5241 AR 00 00 &8 &00 000 £ 542 100 a8 540 T30
AL AR RELOMPOK BELANJA 2 48 500 D0G 48 00000 4 542 100 48 542 130
ARELAN BELANIA QUTPUT 1058 20¢ &8 600 20C £8 500 000 48 542 100 £8 542 200
JUBALAM BELAMNIA KEGIATAN 1058 S 470,000 B85 420 000 65 173550 A3 173550
JUMLAN BELANJA PROGRAM 0304 09 : 5 420 000 65,420,000 65173550 65,173,550
SUMLAM BELAMIA SUBFUNGSI 0304 5,420,000 65,420,000 65172550 85173550
JUMLAH BELAMJA FUNGSI 03 : 85 420,000 65,420,000 65172550 85,173,550
JULLAH BELANJA CARA PENARIGAN 0 65 420,000 64,420,000 65173550 85173550
JUMLAH BELANIA SUMBER DANA 01 I 65,620,000 65,420,000 £5,173.550 65173580
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD .il 05,420,000 #5.420,000 65173860 | 65,112,550
| JUMLAH TRANSAKSI KAS i 542000 5,420,000 65,173,550 8,172,550
: 65,173,550 | 65,173,550

. NON HAS

o o

.8 © & o & © O

Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prog.1d

JUMLAH NETO
SO TAHUN I

16621 450

4B 542 100
AR 547 100
A8 542 100
48 542 100
65,172,550
65,171,550
65,171,550

65,173,550

65,173,550

65 173550
65,171,850 1
65171550

63,173,550

LRBST 01
24 February 2021
2

* ly_lrabstkt

% REALISASI
ANGLARAN

e

SISA ANGGARAN

10

188 550

&7 00
&7 300
&7 900
&F 900
204 450

83



